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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

NOMOR: 6 TAHUN 1998

:tentang
Dalam
Negara

Menimbang

Mengingat

TEN TAN G

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) MAJA
TAHUN 1995 - 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA OAERAH TINGKAT II MAJALENG.(A

: a. b~hwa dengan pesatnya tingkat pertumbuh~n dan
perkembangan Kota Maja yang memiliki ciri dan
sifat kehidupan perkotaan, memerlukan pengT
aturan dan pengarahan pembangunan ' secara
terpadu yarigdidasarkan kepada perenc~naan ko-
ta yang sesuai ~engan 'siiat, watak k~hidupan
dan kepribadian Bangsa Indonesia ;

b. bahwa Rencana Kota Maja yang disusun, di-
pandang layak menjadi Pedoman Pembangunan agar
Pertumbuhan Kota Maja yang dinamis. serasi,
selaras, seimbang dan be~kel~njutan ,

C. bahwa dalam rangka pengaturan dan pengarahan,
pemanfaatan serta pengendalian pertumqtf,liandan
perkembang-an Kota Maja dipandang:' periu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II majalengka tentang Rencana Umum
Tata Ruang Kota Maja.

: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berif~:
Tanggal 8.Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 :j:entang
Peraturan,Dasar Pokok-pokok Agraria (lN~ Tahun
1960 Nomor 104) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967: tentang
Pokok-pokok Kehutanan (IN. Tahun 1967~ Nomor
.8);_ _;\

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 'tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambang,n (LN.
Tahun 1967 Nomor 22) ;

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ~~entang
Pokok-pokok Pemer in'l:ahan Di Daerah (IN~. Tahun..
1974 Nomor 38, TLN. Nomor 3041) :

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974:.~tentang
Pengairan (LN. Tahun 1974 Nomor 65, TlN~ Nomor
3046) ; '~"~~i

~..:
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, ,"tentang

Pemerintahan Desa (IN. Tahun 1979 No~or 561 ;
. ': .~

8. Undang-undang ,
••••• il •••••• 2
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8. Undang-undang Namar 13 Tahun
Jalan (LN. Tahun 1980 Namar 83)

1980 ',tentang
I

9. Undang-undang Namar 5 Tahun 1984 ~ tentang
Perindustrian (LN. Tahun 1984 Nomar 22) ;

10. Undang-undang Namar 5 Tahun 1990 tent,ang Kan-
servasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistim-
nya (LN. Tahun 1990 Namar 49) ;

11. Undang-undang Namar
Kepari~lisataan ;,

9 Tahun 1990 tentang

12. Undang-unang Namar 4
Perumahan dan Pemukiman
23, TLN. Nomar 3469)

Tahun 1992 , tentang
(LN. Tahun 1992 Nomar

.I

13. Undang-undang Namar 24 Tahun199~ tentang
Penataan Ruang (LN~ Tahun 1992 Na~ar115) ;

14. Undang-undang Namar 23 Tahun 1997 tentang Ke-
tentuan-ketentuan Pakak,Pengelolaan Lingkungan
Hidup (IN. Tahun 1997 Nomar )

15. Pel;atur'an Pemer intah Noma,' 22 Tahun
tentang Tata Cara Pengaturan Air ;

1982

16. Peraturan Pemerintah Namar 23 Tahu~ 1982
tentang lrigasi (LN. Tahun 1982 Namar ~8) ;

17. Peraturan Pemerintah
tentang Perlindungan
Nomar 39)

Namor 28
Hutan (LN.

Tahun
Tahun

1985
1985

18. Peraturan Pemerintah Namar 26 Tahun 1985
tentang Jalan (LN. Tahun ~985 Namar 37) ;

19. Peraturan Pemerintah Namar 6 Tahun 1988
tentang Kaardinasi Kegiatan Instansi Vertikal
di Daerah (IN. Tahun 1988 Namar 10) ; ','.

, '.
20. Peraturan Pemerintah Namar 51 Tahun' 1993

tentang Analisis Mengenai Dampak Lingk~ngan ;

21. Peraturan Pemerintah Namar
tentang Pelaksanaan Hak dan
Bentuk dan Tata Cara Pe'ran
Dalam Penataan Ruang ;

69 Tahun 1996
Ke{Jlaj iban serta

Serta Magyarakat

Keputusan Presiden Namar 32
\Pengelalaan kawasan Lindung

Tahun 1990 tentang
.; f

/

/

/'

t.
"

23. Peraturan\ Menteri Dalam Negeri Namar~i Tahun
1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kata ;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Namar.2 Tahun
1987 tentang Pedaman Penyusunan Rencarta~(ata ;

. ~\
25. Keputusan ••••••~••f .... 3
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3 1,1. :. ,.~,
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor~~3: Tahun
1992 tentang Pedoman Penyusunan Petraturan
Daerah Tentang Rencana Struktur Ta~a' Ruang
Propinsi. ,Daerah Tingkat I dan Renc:a.na.Umum
Tata Rua~9 Kabupaten Daerah Tingkat lI~;

26. I<epu \;usanMenter i Da lam Neg!?I"i Noma,' 84-
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah
Peraturan:Daerah Perubahan ;

Tahun
dan

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ~S Tahun
1993 tentang Pengundangan'Peraturan Uaerah dan
atau Keputusan Kepala Daerah lewat: Tenggang
l"'alc;tuPengesahan ; ~ :?

28. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ttngkat II
Majalengka Nomor 6 Tahun 1994 tentang, Renc:ana
Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka.

, Dengan Persetujuan .
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupat,n,Daerah

Tingkat II Majalengka ,",'
t "

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJAlENGKA TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
(RUTH!() 1'1AJATAHUN 19'7'5-2005. " '

,',

\'
,!Me(1etapkan
:;','
\.

\.~
",

;.,'.

, /

M EMU T U S k A N

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang
dengan :

',;
,.-

"!
I'

: I

,.
• ,f~

dima.ksudkan
','

I
,/

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah :K~~upaten
Daerah Tingkat II Majalengka ;

c.
"

Bupati Kepala Daerah adalah
Daerah Tingkat II Majalengka ;

"Bupati ,:Kepala

- :. '/-'-j

d.
::~

"

Kota adaL,ih Pusat Permukiman dan,Jt:egiatan
Pendudukyang mempunya i Ba tas llolilayah; Adminis-
trasi yang diatur dalam Per:-aturan pp~undang-
undangan serta permukiman yang t~la~: memper-
lihatkan watak dan ciri Kehidupan ko~a,"(

.r;
'!',.t.

e. Rencana •...••.•••~.~ ••••• 4-.
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e. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) :~adalah
Rencana Umum Tata Ruang Kota Maja yaitu
Rencana Pemanfaatan ruang kota yang 'disusun
untuk menjaga keserasian pembangunio antar
sektor dalam rangka pelaksanaan '~rogram-
program pembangunan,kota ;

f. Wilayah Perencanaan adala~ wilayah perencanaan
yang meliputi Kota Maja ;

g;; BaQian Wilayah Kota yang selanjutnya- disebut
BWK adalah suatu kesatuan t.,ilayah ya~9 ber-
sangkutan yang merupakan talilayah;: yang
terbentuklsecara fungsional dan administratif
dalam rangka pencapaian dayaguna :p~layanan
fasilita~ umum kota ; i

h. Wilayah pengembangan adalah suatuk~satuan
wilayah yang menggambarkan kesatuan $~rategi
pengembangan yang mencerminkan fungsi dari
wilayah yang bersangkutan ;

I,

i. Lahan adalah Bidang
digunakan untuk suatu
tentu ;

Permukaan tanah
jenis pemanfaatin

I'

yang
ter-

j. Kawasan adalah Satuan Ruang
fun9si tertentu ;

Lahan dengan

k. Lingkungan adalah satuan ruang yang; meng-
gambarkan kesatuan sistem kehidupan da~i aspek
sosial, ekonomi maupun budaya ;

1. Regional adalah suatu '"lilayah yang' f!1encakup
suatu kehidupan keseluruhan kota-kota ,~an atau
pedesaan dalam suatu sistin tert.entu ;:

m. Koefisien' ,Dasar Bangunan (KDB) adalah' angka
yang menunjukan perbandingan anta~a jumlah
luas lanta i dasa T'/perkerasan tanah " terhadap
luas lahan perpetakan yang sesuai dengan lua?
perpetakan ',;'

n. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah
yang menunjukan perbandingan antara
luas seluruh lantai bangunan diukur
permukaan dinding terluas terhadap lua~t \.perpetakan.

BAB n

angka
jumlah

dari
lahan

PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG kOTA

Bagian Pertama

Tujuan Penyusunan Rencana Kota

Pasa 1 2 ••••••••••••• '•.:.••••• 5
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Pasal 2

(1) Tujuan Ut'amaPenyusunan Reneana

a. Menunjang Program Pembangunan Lima Jahun
Nasional ; ':,

b. Menunjang Program Pembangunan Lima Tahun
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat ;

c. Menunjang Kebijaksanaan Wilayah P~mbangun-
an Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;

d. Menunjang Program Pembangunan Lima Tahun
~~~abupaten Daera.hTiI1gkat II Majalengka.

(2) Tujuan Khusus Penyusunan Rencana :

a. Mengara~kan pengembangan dan, pengaturan
.(ota Maja seeara t'erkaordinasil baik
tertib bangunan maupun tertib penggunaan
dan pemanfaatan ruang kota bagi setiap
pelaksanaan pembangunan secara optimal ;

b. Menciptakan keseimbangan dan keserasian
lingkungan seb,gai upaya dalam menciptakan
keserasian dan keseimbangan' fungsi dan
identitas penggunaan Iahan antar Bagian-
bagian wilayah Kota Maja ;

c. Membantu mempermudah penyusunan Rencana
Detail Tata Ruang Kota Maja maupun Reneana
Teknik Ruang ~(otaMa,iadanmenyusun prog-
ram-program pembangunan Kota ~angka me-
nengah maupun proyek-proyek tahunan yang
diprioritaskan pengembangannya ;

()

d. Meneip~akan kelestarian permukiman dan ke-
giatan kota yang merupakan usaha meneipta-
kan hubungan yang serasi antar'~anusia
dengan lingkungan yang meneermink,an pola
intensitas penggunaan ruang kota' pada
umumnya dan bagian wilayah kota pada
khususnya, ;

e. Mewujudkan Kota Maja yang aman,'
tertib, lancar, sehat dan indah. 'r

Bagian Kedua
Wilayah Pereneanaan

Pasal 3

Tata Ruang
m~.liputi 5
da:iam Kota

Perencanaan
~ 880,66 Ha
yang termasuk

\,l ~

'1',
:i. Desa •••••••••••••••••••• b

(1) Keseluruhan wilayah
Kota Maja seluas
(lima) wilayah Desa
Maja, yaitu :

, ~

"'" ",
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a. Desa Banjaran.
b. Oesa Maja Utara.
c. Desa Maja Selatan.
d. Desa.Paniis.
e. Dssa Tegalsari.

, .,
. "

~2) Batas-batas Wilayah perencanaan sebagaimana
dimaksud ayat (1) pasal ini adalah r ,'.

:;.. Sebelah Utara Desa Cicalung.
b. SebeJah Ti.mur : l(ecafTI<ltan Al1gapura.
-.- .. SebeJrth Selatan D",~saAngga""at i dan iCeca-

macan Argapura .•
d. Sebela.h Barat Oi:!saPasanggrahan:'

Bag ian J(et ig2
:,

Ar~h Perkembangan Kata dan Pusat Pelay~nan

Pasal "I
"

~1) Perkembangan Kata Maja diarahkan melalui
optimasi pemanfantan ruang, sesuai ~~ngan k~-
mungkinan penyediaan ruang sertakecenderung-
an~kecen~erungin perkembangannya pa~a mass
y",nr) i'lk<t.nda.tang, d-:t.lamba t;"G-ba. i;ai:l\,' t idak
menIJ9anggu kelesta rian a lam". .:

D"lam pemhagian perwilayahan yang
or iel1t-'15i pe layana n, I::ota 1'1a ja
(empat) bagian yaitu :

dijadikan
dibagi 4

'.
a. Bagian Wilayah I::otaPU<;iatI::ota{BWk PIC,

52bagai pusat utama pelayanan ska~a. kata
(lakal) maupun skala kecamatan (re?ianal),
BWK Pusat Kata termasuk kedala~ Jwilayah
administrasi Oesa Maja Selatan~ ,dengan
luas ••Iilayah 247,35 Ha, serta d iT'~r1~anakan
dapat berfungsi sebagai i

- Pusat kegiatan pemerintahan ;

Pus.t kegiatan perdagangan dan
sk~la pelayanan regional (pasa~~
tokoan, sentra/pelelangan sayur~
~euangan dan terminal ;

jaSa.
per-
jasa

Pusat pelayanan fasilitas 50s1al 5kal&
~egional (pendidikan tingkat menengah,
kesehatan dan fasilitas lainnya),J

Pusat permukiman.

b. Bagian Wilayah Kota A (BWK A), diarahkan
sebagai pendukung BWK Pusat Kat. dan
termasuk kedalam tolilayahadministr~,~i Desa
Maja Utara dan Desa Banjaran, dengan luas
tolilayah 306,75 Ha, serta direl)canakan
dapat,berfungsi sebagai : . ,

- Pusat •••••••••.•••• , ••••• 7
';.'.
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P'_~sat kegiatan pemerintahan
Bupati Wilayah Maja ;

i "

Pemnantu

Pusat kegiatan sosial ekonomi fungsi
sekunder dan tersier (sebagai kot~ pen-
dukung BWK Pusat Kota)

PUS<"l t perdaga.ngan da.n .iasa/komersia!
IDesN. 1'1.iJja lIt.arid sr-ah<Jga i du It:tmg a 11

ke')iR{;an yang ad" di BWI( Pusat I<o\a ;

- Pusat pelayanan fasilitas sosial skala
regional (pendidikan tingkat menengah,
kesehatan dan fa~ilitas lainnya)

Pusat permukiman ;
Pusat p~ngembangan pertanian
basah dan hortikultura).

(lahan

c. Bagian Wilayah Kota B (BWK B), termasuk
kedalam wilayah administrasi Desa Paniis,
dengan luas wilayah 216,99 Ha, serta
direncanakan dapat berfungsi sebagai :

Pusat kegiatan sosial ekanami fungsi
sekunder dan t~rsier (sebagai kota pen-
dukung BWI( Pusat Kota)

PUndt pengebdl1gan ka.lJ,asan
tirigkat menengah ;

Pusat permukiman ;

Pusat pengembangan pertanian
basah dan hartikultura).

,.
".1'

(lahan

d. Bagian Wilayah Kata C (BWK C),; termasuk
kedalam wilayah administrasi Desa,Tegal-
sari, dengan luas wilayah 109,57 Ha~ serta
direncanakan dapat berfungsi sebagai

Pus~t kegiatan sasial ekanami': fungsi
sekunder dan tersier (sebagai ko~a pen-

\'dukung BWK Pusa t I(ota). i

Pusat permukiman.

BAB IiI

FUNGSI DAN STRL~TUn TATA RUANG KOTA.

Bagian Pertama

Fungsi Kota

. ~.\
Pa~al 5 •••• ~~•••••••.• ~.~~••••• 8
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(1) Fungsi utama Kota Maja ditetapkan iebagai
pusat 'administrasi pemerintahan,; tingkat
kecamatan dan tingkat wilayah Pemba~tu Bupati
Wilayah Maja, pengembangan permukiman par-
kotaan, pusat koleksi dan distribusi
komoditas pertanian dan pusat perd~9anganl
jasa yang terkait dengsn kegiatan uta~a Kota
Maja.

(2 > Fungsi lain yang tumbuh sejaul1
pengembangan Kata Maja dan tidak
kelancaran fungsi ~tama tersebut
(1) pasal ini, dapat dikembangkan.

lSI STRUI(T1.Jn TAT?' RIJANG !(OTA

Paragraf 1

Lingkun~an Khu5US

Pasa 1 6

menunjang
mengganggu
pada ctyat

(1) Pengaturan Tata Ruang I(o\;aMaja terbagl
lingkungan-lingkungan khusus ka~a
terdiri atas :

atas
yang

a. Pusat pemerintahan/perkantaran .ingkat
kecamatan sehagian besar akan dialo~asikan
ditengah kota (Dasa Maja Salatan) dan
katalasan perkantaran Pembantu',: Bupa t i
Wi1ayah Maja dialakasikan di DesaBanjaran.

b. Pusat perdagangan skala r~gional
(kecamatan atau wilayah yang lebih~ luas>
dialokasikan di Desa Maja Selatan, ter-
masuk, didalamnya 10kasi Pasar~mum dan. ,Sentra/Pelelangan Sayur.

c. Pusat perdagangan skala loka1 !(kota)
diarahkan me1alui pengalihan fung5~. Pasar
Umum', di Desa Maja lJ'l;aramenj~di pusat
perdagangan berupa pertakoan, ~iQS atau
rumah ,',taka(Ruka>.

il '
"d. Pasa r, Hel.&lanyang lokas inya menjadi sa tu

denga':l Pasar Umum Maja lItara, 19~:asinya
d iarahka.n d i j.:J.lanMa ja-CH:edung ~

e. Pusa tkal.&lasanpendid ikan tingka t.'menengah
dialokasikan di Desa Paniis (Jal~p( Maja-
Suk~haJ.i), sedangkan 10l<:a5i pen~idikan

~l:,~

yang ..................;.. tiE • • • •• 9
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~~yan~, ~da akan tetap dipertahankjn se-
panJang mendukung optiimasi ,~~bungan-
fungsional dengan peruntukan lall.afllain-
ny"a. \, .~ "1::

f. Terminal angkutan umum
alokasikan di Desa Maja
penataan dan peningkatan
penunjangnya.

akan te~,a.p d i-
Sela tan :'~elalui
sarana/pr~sarana

"

9. Ka""asan permukiman dan perumahan ditetap-
kan ,pada daerah yang tingkat ke~iringan
lahannya diba~Iah 6 Yo dan untu~j;'lahan
kemiringan diatas 15 Y.dibatasiPT'runtuk-
annya7

, I'.
h. Sub pusat pelayanan ditetapkan seb,gaimana

yang termuat dalam pasal 4, ayat ~~) Pera-
turan Daerah ini. . ;"

i. konservasi jalaur hijau, ditet.p~an se-
bagaimana yang termuat daJam pas~l, 4 ayat
(2) Peraturan Daerah ini dengan k~~irin9an
li\hnn tiiuta~ 15 Yo. I;,

.!

(2) Ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1)
pasal ini akan diatur lebih lanjut' dengan

\Keputusan Bupati Kepala Daerah. '
: "

Paragraf

Sistem dan Rencana Pengembal~an Trans~ortasi
.•.. '\ :!~

.~".'
7Pasa1

\ \,(
(1) Sistem transportasi diarahkan kapad~1 peme-

.. 1.'1rataan pelayanan penduduk dalam' moda,
menunjang perkembangan sosial,'ekonomi,
perdagangan dan pertahanan keamanan~~sional.

(2) Dalam mengembangkan fungsi-fungsi ka.~,asan di
'"l(uta i"1aja sebaga imana yang ter'sebu.':t;pads

Pasal 5:ayat (1) Peraturan Daerah ini~'diren-
canakan'pengembangan hirarki jalan b~rdasar-
kan fungsi jalan. !

(3) Gulla mendukung sistem f;ransporta.si di Kota
Na j.:l sebaga imana tersebu t pada ay.,;(t (11)

Peraturan Daerah ini, serta ,~.nataan
sirkulasi~rus perger.kart ltikal dan~regional,
maka perlu dikembangkan ruas jal~n baru
fungsi kolektor sekunder yang menghubungkan
terusan j,aIan Veteran dengan ja iani~ Ma ja-,.Sukahaji (ruas lingkar timur).

Bangunan •••••••• ~~•••••• 10
l
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'!!-: Bangunan-bangunan yang berlokasi disepanjang
jalan dalam sudut pandang kendaraan yang
melintas~ jika menghalangi diperl~kan pem-
bonQkaraH' bangunan untuk dis.suaikan- . ~.dengan sempadan bangunan dan sempadan !Jalan•. ", ,.....

(5) Ketentuan-ketentuan lain sepanjang mendukung
tujuan seperti tercantum pada ayat ~1) pasal
ini akan diatur lebih lanjut dengan.Keputusan
.Bupati K~pala Daerah.

Paragraf 3
t.
i; Lakasi Pembuangan Sampah

Pasal 8

Pembuangan sampah bag i masya ralc:at J(ota.;;
dibagi dalam beberapa lokasi :

Maja

1. Pembuangan. Sampah Sementara (TPS) d,ialokasi-,
kah pada tempat-tempat strategi ~ dengan
dipandang tidak merusak citra keindah~n koba
dan mEnce~arkan lingkungan. '~

di-

2. Tempat untuk membuang'sampah merupak~n alat
yang tertutup rapat sehingga t.idak .,:rftenimbul-
kan polu~:Judara, sebagaimana dimaf.):s4cfpada
angka 1 d iatas.' !'~\

I::;

(TP~)3. Pembuang,n/Tempat SampahAkhir
alolc:asikandiluar Kota Maja.

,'.
'.
"

:.,..

Paragraf 4

.'

.1,

II 'fl

Pengembangan Sarana dan Prasarana Lai~
J. '~

Pasal 9
"..,

[
\,

~
!-

"

";,"

'(

'.'..
(1) Pengembangan sarana dan prasara sestiai.dengan

hirarkipelayanannya yaitu tingkat re,gional,
tingkat. kota, tingkat BWK, lingkung\li.npe-
rumahan'sebagai berikut : .

.'
<1. Penyediaan air bersih diusahaki:l:n,set::ara

merata dan layak bagi seluruh masyiraka~.
", ~ f.'

b. Penyediaan keblituhan listrik dise;suaikan
denga.n program perkembangan kota.! yang
dapat memenuhi Ic:ebutuhan selur~h masya-
rakat baik bagi kawasan perumah~n maupun
non p,e,rumahan. ~

I,

.'
f.

\'

c.
.Penyediaan

jarin~annya
perkembangan
masyar-akat .

kebutuhan telepon :&eserta
disesuaikan dengan program
kota yang memenuhi:k~perluan, ':

. .~ .;i
d. Pengelolaan •••••••~.•~••••11

., \to
, j I

• "1..
"

/



i',
~',

-.:1 • Pengel01aan
setempat dan

I
~. l.,',
"\
l~'air 1imbah memaka~;

sistem jaringan.

. .",
'/

sistE!m

e. Penyediaan drainase pada jaringa~ utama
mem.nfaatkan sungai-sungai yang im~lin~asi
kota ~tau terpadu dengan jari~9an air
limbah. ". /.:;

,. ,\

(2) Penyediaah dan pengaturannya ditent~kan dan
'diattH' 01el1 dinas' dan ins1;ansite,rkait.',

BAB IV

PEL A K SAN A A N

Bagian Pertama

. '

. ':;
Pemanl~aat.;!.nDi Iu.;!.,'Daerah Perenc:ariaan

Pas~l 10
,~

(1) Unt;uk mel induogsi fun9e.;i I(ot.a 11aJa,' s~ba9ai-
mana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah
ini, di tiap-tiap desa yang berbatasan dengan
daerah perencanaa'n, selama ;.mpl~,mantasi
pembangunan sarana kota d i da lam ka""a~~n kota
masih ,roemungkinkan, di larang merubah " fungsi
status penggunaan tanah.

(2) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut dalam ayat
(1) pasal ini akan diatur dengan Keputusan
Bupati Ke,pala Daerah. , ~: \,

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembangunan

;. '

Pasal 11 :',','

(1) Setiap pembangunan yang dilaksanakan baik
oleh Pemer i ntah, Dadan Stalasta;, maupun
masyarakat disesuaikan dengan renc:ana yang
telah ditetapkan dalam BAS III ~~raturan
Daerah ini. :.\f

(2) Pembangunan pads bagian-bagian
belum disusun secara terperinci
dilaksanakan setelah mendapat
Bupati Kepala Daerah.

Bagian I{etiga

ko1ja
hsnya
ijit,l

," ~.

~.,
,.!

yang
da.pa'!;
da ,-i

/

Program Pelaksanaan Pembangunan
'I
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•(ebi.jaksanaan-keb i ,j cll(s~ nilan O~':!1al::sana.an da 1alT.
mewujudkan ~encana Umum Tata Ruang Kota~ dituang-
kan dalam Rencana Pembangunan Kota Lima!f.Tahunan
serta diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Kota
Tahunan, yang meliputi segenap sumber~sumber
dana, baik P~mer intah Pusa.t, Daerah Tinglc:at 1,
Daerah Tingkat II dan sumber dana lainnya.

BAB V

EVALUASI DAN REVISI

Pa.sal 13

(1) Evaluasi dan Revisi Rencana Umum Tat. Ruang
Kota dilakukan minimal lima tahun sekali dan
maksimal sepuluh t<'lhun -=:;ekal i guna
mendapatkan bahan yanq akan dijadikan dasar
penyempurnaan dan penyesuaian.

(2) Evaluasi dan Revisi dimaksud ayat (1) pasa1
ini ditetap~an denganPeruturan Daerah.

"

BAB VI
KET~NTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal .14

(1) Barang siapa melanggar ketentuan ~~sal 10
ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini
diancam dengan pidana kurungan selama~~amanya
tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.
50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).j

(2) Tindak pidana dimaksud ayat (1)
adalah 'pelanggaran.

pasal ini

Pasa 1 15

(1) Penyidik~n terhadap pelanggaran seba~aimana
dimaksw:;faya t (1) Pa.sa1 14 Pera turan "Daerah
ini, "dilaksanakan oleh Penyidik", ,Pegal.a'iii
Negeri ~lpil dilingkungan Pemerint~~; Daerah
yang pengangkatannya ditecapkan sesuai 'dengan
Pera turan'Perundang-undangan. . ,'\,

, .

(2) Dalam ~elaksanakan tugas penyidikan para Pe-
nytd ilc:"sebaga imana dimaksud ayat~j.) pasa 1
ini ber~,enang :.'1'.

a. Mene.rima laporan atau pengaduan~j dari
seseorang tentang adanya tindak pidana ;

,.

b. Melakukan ••••'•••• ~.~~••••• 13

;,i.
".

"

" ,I .
,r1



"

'- ~:.~d2.k3.n
dit~mpat kejadiar.
mer-ik5aan ,

.'
~l

",
l ".'

{,

per-~3.ma pada sa~t
serta m'=!laku,,:i!l.n

. I
.~ .'

:. .•..;u.

!'1e~~''-'.+'''-lh ber-hent i seorang tersangka dan
memer~~sa tanda pengenal diri ter.a~gka ;

se-ja risidike. Mt~ngaf1lbi1
sE'orang ;

d. Melakukan penyitaan benda dan atausurat ;

dan mem~tret

f. Memanggil seseorang untuk didengar dan di-
periksa sebagai tersangka atau saksi ;

~g. Mendatangkan orangahli yang djperlukan
dalam h~bun9annya den~anpef1leriks~an per-
ka ra ;

hukum.
"

Ii;-,
t inda.kan la in menurut.,

d ipE!rl:anggung jal"abkan. .,,', ,

t'1~nghE=!ntj kan penyid ikan setela.h mendap<'lt
petlp"tj(;,lkdari penyidik ulllum bah"". tidak
terdapat cukup hukti atau peris~iwa ter-
sebut bukan mer'upakan f:indak pidana dun
sela.njut"ya I1H='lalui'penyidik umu'm "\emberi-
tahukan haltersebut kepada p~nuntu~ umum,
tersangl::a atau keluarganya

i. ""Iengadakan
yang d.3.pat

h.
";~'.

, .

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN '

Pasal 16

/'

Aoabila ada kegiatan pembangunan sebelumditetap-
k~n Pera tu~an Daerah ini dan tidak sesu.a\i dengan
Peraturan Daerah ini akan ditinjau ka.us demi
kasus untuk diberikan penetapannya mal.lui
penyesuaian dan atau penertiban sebaqaimana
diatur dalam Peraturan Daera.h ini.

Pasal 17

(1) Bup.ti ~(epala Daerah berta,enang menangani
kasus demi kasus kegiatan pembangunan' seba-
gaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

I
\.

(2) Dalam menangani kasus sebagaimana' dimaksud
dalam ayat (I) Pasal ini, Bupati~~Kepala
Daerah 'bertalenang memberikan petunjuk dan
tindakan sesuai dengan Peraturan P~rundang-
u.ndangan yang bel'laku.

.'
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BAB VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 18

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
~egala ketentuan yang telah ditetapkan
terdahulu yang sifat dan isinya bertentangan
denganPeraturan Daerah ini dinyatakan tidak
be~l~ku. '

(2) Peraturan Daerah ini ddpat disebutkan
Peraturan Daerah tentang " RUTRK Maja'".

(3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam
turan Daerah in1, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur kemudian
Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 19

Pera-
teknis
deO(~an

Peraturan Daerah in1 berlaku sejak
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, me-
merin~ahkan pengundangan Peraturan Daerah int
dengarimenempatkannya dalam lembaran Daerah.

: MAJALENGKA
: 23 Pebruar~ 1998, .L..-. __ .

DAERAH TINffi(ATII
LEN G K A
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Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
MaJalsngka Nomor .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.••.•.•.•.•.•.•..,tangga'l •.•..•.•.....•. tII •••.•••.•••.•.•.•

SEKRETARIS WILAYAH/~ERAH
TIN8KAT II MAJALENGt(A

Drs. H SOFYAN SAFARI:, HAMIl"!
Pembina Tingkat I
NIP. 010 054 107
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